
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2019 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KEBUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016-2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...
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Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan ...
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Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TlMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 8

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016-2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diu bah , sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal5 ...
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Pasal5

(1) Perubahan RPJMD disusun dengan sistematika terdiri

dari:

BABI PENDAHULUAN

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BABIV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BABVI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DANPROGRAMPERANGKATDAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN

BABXI

PEMERINTAHAN DAERAH

PENUTUP

(2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

nerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal

bam yaitu Pasal 9A, sehingga berhunyi sebagai berikut:

Pasa19A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kutai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016-2021 tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II ...
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Pasal II

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal

BUPATI KUTAI TlMU

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ANSYAH
LEMB AERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TlMUR:



Bab 9 Penutup

Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang

nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan

Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun program-program pembangunan

serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam

mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan

pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2016-2021.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kepala Daerah dan seluruh

Perangkat Daerah) bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur

bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten

Kutai Timur ini dan RKPD tahunan, disamping dengan RTRW Kabupaten

Kutai Timur sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya, melalui proses

perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya; demi

terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan

lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah harus

memperhatikan dan mengacu pada visl, misi, tujuan dan sasaran yang

akan dicapai hingga akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur

tahun 2016-2021 ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil

pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan

berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Perubahan RPJMD Tohun 2016-2021 III


